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Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) merupakan lembaga usaha yang berada di 
suatu Kampung atau desa, program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan 
memperkuat ekonomi desa. Tujuan dari program BUMKam akan tercapai secara efektif 
dan efisien jika memiliki manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat seberapa baik manajemen kelembagaan Badan Usaha Milik 
Kampung (BUMKam) di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif  kualitatif. 
Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dari informan 
yaitu Direktur BUMKam, Bendahara BUMKam, dan Penghulu Kampung Maredan Barat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Maredan 
Barat sudah memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik ini dilihat dari: (1) 
perencanaan, yaitu BUMKam sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sistem 
perekrutan nasbah sudah sesuai dengan SOP BUMKam, ada tiga program unggulan yang 
dilaksanakan yaitu unit simpan pinjam, unit pertanian dan unit pembangunan; (2) 
pengorganisasian, pembagian tugas pegawai BUMKam sudah sesuai dengan 
penempatan yang sudah ditetapkan; (3) monitorig dan evaluasi dilakukan oleh 
penghulu Kampung Maredan Barat dan Dinas terkait yang dilaksanakan setiap akhir 
tahun, serta adanya pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kemampuan pegawai 
dalam mengelola BUMKam. 

Kata Kunci 
Manajemen, 
BUMKam 

 

A. Pendahuluan 
Pembangunan desa berkaitan dengan masyarakat. Desa sebagai wakil pemerintah yang 

berada pada posisi terdepat sebagai wadah untuk pembangunan. Desa diberikan kekuasaan 
penuh untuk mengelola, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian desa untuk 
kemajuan desanya. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
mendorong desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian 
berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan dan 
pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai dasar dalam pembangunan BUMDes 
untuk meningkatkan perekonomian desa. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan desa, agar 
masyarakat bisa menjadi subjek pembangunan. Bukti ini tercetak jelas dalam Nawacita ketiga, 
yaitu "Membangun dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam 
Kerangka Negara Kesatuan." Upaya ini kemudian diperkuat dengan dukungan materil berupa 
program dana desa. Sesuai dengan Menteri Keuangan (2019) bahwa pemerintah telah 
menyalurkan dana desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada 2015 sebesar Rp 
20,67 triliun, 2016 sebesar Rp 46,98 triliun, 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 masih sebesar Rp 
60 triliun, dan untuk 2019 pemerintah mengalokasikan hingga Rp 73 triliun. Dana desa ini 
digunakan memperbaiki infrastruktur seperti jalan desa, air bersih, MCK, Irigrasi, PAUD, 
BUMDes, dan lain sebagainya. 
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT) menyebutkan hingga November 2018 jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah 
mencapai 41 ribu unit di seluruh Indonesia. Puluhan ribu BUMDes ini tersebar di 74.957 desa 
yang ada di Indonesia. Kemudian Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau 
hingga tahun 2019, telah terbentuk 1.519  atau 97% BUMDes. Dari jumlah ini 694 BUMDes 
masuk dalam kategori dasar, 574 BUMDes kategori tumbuh, 223 BUMDes masuk kategori 
berkembang dan sisanya 68 BUMDes tidak aktif. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah 
otonom di Indonesia Provinsi Riau yang terdiri dari 9 kelurahan dan 122 Desa. Kabupaten Siak 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang perubahan 
penamaan Desa menjadi Kampung, oleh sebab itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut 
dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).  

BUMKam diharapkan mampu menyokong pembangunan ekonomi berbasis potensi 
tempatan, sehingga makin mendekatkan pelayanan dan memanfaatkan potensi alam kampung.  
Ini berguna untuk menunjang ekonomi tempatan dan membangun pendidikan, kesehatan, 
sarana dan prasarana energi, pengangkutan dan komunikasi dan lainnya (Pradani, 2020).  
Bentuk usaha yang dikembangkan harus berbasis tempatan agar terus berjalan tidak stagnan 
di mana seiring waktu lama-kelamaan pada akhirnya berhenti. Kampung Maredan Barat 
merupakan salah satu Kampung yang ada di Kabupaten Siak Kecamatan Tualang yang memiliki 
Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). BUMKam Maredan Barat berdiri sejak tahun 2011 
dengan nama UEK-SP (Usaha Ekonomi Kampung - Simpan Pinjam) kemudian berumah menjadi 
BUMKam pada tahun 2015 yang bertujuan  untuk mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha 
yang ada di BUMKam Maredan Barat yaitu: usaha simpan pinjam, unit pertanian dan unit 
pembangunan. Setelah adanya BUMKam ini mempermudah masyarakat dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari.  

Tujuan dari BUMKam akan mudah untuk dicapai jika memiliki manajemen yang baik. 
Hal ini didukung oleh pendapat Jajang Abdul Nurhasan (2020) bahwa BUMDes mampu 
meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Jajang mengatakan dengan 
adanya BUMDes memberi semangat dan motivasi baru bagi masyarakat dalam 
mengembangkan usahanya. Selanjutya Dahlan Tampubolon, dkk (2021) mengatakan bahwa 
BUMKam merupakan wujud yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. Kemudian Nurdiyanti R & Hailuddin (2021) mengatakan bahwa BUMDes/ 
BUMKam memiliki peran penting dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 
Unit usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu seperti simpan pinjam 
dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha meskipun 
mengalami kendala baik dari internal maupun eksternal. Kemudian (Caya & Rahayu, 2019)  
bahwa BUMDes/ BUMKam berkontribusi dalam kemajuan ekonomi Desa, serta memotivasi 
masyarakat untuk memulai usaha berdasarkan potensi maupun keahlian yang dimilikinya. 
Sebagai lembaga ekonomi BUMKam harus mampu berkembang di dalam kampung dan dituntut 
untuk bersaing ke luar kampung namun tetap berpihak pada masyarakat dari sisi produktif dan 
melalui jasa penyaluran barang dan jasa. Untuk itu BUMKam tetap harus mempertimbangkan 
efisiensi serta efektifitas dalam aktivitasnya sebagai sebagai lembaga keuangan mikro. Oleh 
sebab itu diperlukan manajemen BUMKam yang efektif agar tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan. 

Manajemen atau pengelolaan merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi, 
begitu juga dengan BUMKam. Diperlukan manajemen yang baik dengan tujuan agar sumber 
daya yang ada bisa dikelola dengan baik. Mengingat pentingnya peran BUMKam dalam 
penguatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu BUMKam yang ada di 
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Kampung Maredan Barat harus dibina agar memiliki kinerja dan manajemen yang baik. 
Keberhasilan BUMKam dalam meningkatkan ekonomi desa tidak lepas dari manajemen yang 
baik yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dalam penelitian ini 
akan membahas mengenai manajemen kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) 
di Kampung Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang akan ditinjau dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan. 
 

B. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis kualitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek alamiah dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 

manajemen Kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Maredan Barat 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

observasi, dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yaitu penghulu, direktur 

BUMKam, Pendamping BUMKam. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Kampung Maredan Barat Merupakan salah satu kampung di Kabupaten Siak yang 
memiliki program Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Badan Usaha Milik Kampung 
(BUMKam) Maredan Barat berdiri pada tahun 2011 dengan nama Usaha Ekonomi Kampung – 
Simpan Pinjam (UEK-PS), kemudian pada tahun 2015 berubah nama menjadi BUMKam 
menyesuaikan dengan Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 pada pasal 1 ayat 2 tentang 
BUMKam. Tujuan dari BUMKam Maredan Barat berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 18 
Tahun 2007 adalah untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD), memajukan ekonomi 
desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai layanan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, serta meningkatkan pengelolaan potensi desa. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan manajemen atau pengelolaan yang baiik agar tercapainya tujuan BUMKam secara 
efektif dan efisien. 

Manajemen BUMKam di Kampung Maredan Barat dilihat dari aspek perencanaan, 
pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Perencanaan  

Dalam kegiatan manajemen perencanaan merupakan suatu yang sangat penting dan 
tidak bisa diremehkan, dengan adanya perencanaan yang baik maka setiap kegiatan yang ada 
di organisasi akan bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat, serta dengan perencanaan 
akan memberi kemudahan untuk mengetahui tujuan yang akan dicapai, oleh sebab itu 
perencanaan perlu dilakukan dengan baik. Ulumudin, A. Dkk (2019) juga menyatakan bahwa 
perencanaan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan manajemen, dengan 
adanya perencanaan akan mempermudah dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.  

Perencanaan yang dilakukan oleh Kampung Maredan Barat untuk menyusun rencana 
kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung, tujuan yang ingin dicapai serta program-
program yang akan dilaksanakan. Proses perencanaan ini dilakukan oleh kepala kampung atau 
penghulu, direktur dan staff BUMKam. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nilawati, E. 
(2018) bahwa perencanaan digunakan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan, tujuan, 
sasaran, pengorganisasian dan program yang akan dilaksanakan. Sejalan dengan itu 
Mukhzarudfa, dkk (2020) dan Alizah, N. Dkk (2021) menyatakan bahwa pentingnya dilakukan 
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perencanaan untuk mencapai tujuan BUMDes/ BUMKam yang telah ditetapkan secara 
bersama. Kemudian Adhimursandi, D. Dkk (2022) perlunya penyusunan rencana kerja 
BUMdes/ BUMKam secara tertulis dan resmi, karena nantinya perlu dilakukan evaluasi 
terhadap program tersebut, untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan. Selanjutnya 
Rahmayanti, K. P et al., (2019) ia menyatakan bahwa ada beberapa bagian penting dalam 
perencanaan BUMDes/ BUMKam yaitu tersedianya dokumen rencana strategis, adanya visi dan 
misi organisasi, adanya formulasi strategi, serta adanya penyusunan rencana anggaran. Dalam 
kegiatan perencanaan ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: 

Tahap pertama pada perencanaan yang dilakukan oleh BUMKam Maredan Barat adalah 
melihat dan menggali potensi yang dimiliki oleh kampung untuk dikembangkan. Berdasarkan 
wawancara dengan Penghulu Maredan Barat beliau mengatakan bahwa luas wilayah 383,07 
km2 yang sebagian besar digunakan untuk perkebunan sawit dan karet, sedangkan sisanya 
digunakan untuk cocok tanam cabe, jagung, pisang dan lain sebagainya.  Tahap kedua 
melibatkan pihak-pihak terkait dalam perencanaan BUMKam di Kampung Maredan Barat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu, bahwa dalam melakukan perencanaan 
BUMKam melibahkan banyak pihak, seperti Badan Permusyawaatan Kampung (BPK), Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam 
perencanaan tersebut.  

Tahap ketiga menetapkan tujuan. Artinya setelah melihat potensi kampung dan 
melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan, slanjutnya di tentukan visi, misi dan 
tujuan didirikannya BUMKam tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 
peneliti kepada penghulu dan direktur BUMKam maka tujuan yang hendak dicapai dari progam 
ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, membantu masyarakat, serta 
meningkatkan pembangunan kampung. 

Tahap terakhir dalam perencanaan adalah adanya program yang akan dilaksanakan. 
Perencanaan program ini yang nantinya akan direalisasikan untuk mencapai tujuan. Ada tiga 
unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMKam Maredan Barat yaitu Unit usaha simpan pinjam, 
Unit usaha bangunan, dan Unit usaha saprodi atau bangunan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan penghulu Kampung Maredan Barat, direktur dan pengawas BUMKam pada tanggal 16 
September 2022. Hasilnya menyatakan bahwa sejak berdirinya BUMKam pada tahu 2011 unit 
pertama yang dikembangkan adalah unit simpan pinjam, kemudian seiring berjalannya waktu 
dan adanya peningkatan pada pendapatan BUMKam maka dilakukan penambahan unit yaitu 
unit pembangunan dan unit pertanian. Kemudian ia juga mengatakan untuk proses promosi 
dan pemasaran dilakukan melalui sosialisasi di acara wirid, di kegiatan rapat desa, serta 
dilakukan secara Online menggunakan aplikasi Facebook dan WhatsApp. Hasil wawancara 
direktur BUMKam mengatakan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh 
masyarakat Kampung Maredan untuk menjadi anggota, yaitu: warga negara Indonesia, 
bertempat tinggal atau berdomisili di Maredan Barat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), bersedia patuh terhadap aturan dan ketentuan yang 
berlaku, bersedia melakukan simpanan pokok 50.000. Selanjutnya persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh anggota jika melakukan peminjaman adalah harus ada jaminan seperti akta 
tanah atau surat tanah. Kemudian direktur BUMKam juga mengatakan bahwa untuk 
kedepannya tidak adalagi penambahan unit, hanya ada pengembangan unit. Ada beberapa 
rencana yang telah dilakukan pada pengembangan unit pertanian yaitu penanaman cabe, 
semangka. Kemudian ia juga mengatakan bahwa sudah merencanakan untuk membuat usaha 
ternak ikan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh 
Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Maredan Barat sudah cukup baik, hal ini terlihat dari 
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sudah adanya peningkatan yang terjadi pada penambahan unit usaha, serta adanya rencana 
pemasaran yang dilakukan oleh BUMKam. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 
Rakhman, A. T, et al., (2022) bahwa dalam proses perencanaan ada beberapa kegiatan yang 
dilakukan yaitu menyusun program kerja, menyusun anggaran, serta adanya sosialisasi untuk 
mengajak masyarakat agar menggunakan jasa BUMKam.  
2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar sumber daya yang ada dapat digunakan 
secara maksimal, sehingga adanya pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan, untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alizah, N et al., (2021) menyatakan pengorganisasian 
merupakan suatu kegiatan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan anggota. Ia 
mengatakan dengan adanya pembagian kerja ini akan memberi kemudahan dalam 
melaksanakan tugas tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan. Dalam penelitian ini untuk 
mengukur pengorganisasian BUMKam Maredan Barat dilihat dari struktur organisasi, 
pembagian kerja, serta alat pendukung sebagai alokasi sumberdaya untuk pengorganisasian. 
Selanjutnya Panggabean, S. A. (2022), Iryani, L., & Mauliza, R. (2020) mengatakan bahwa 
pengorganisasi BUMKam/ BUMDes dilakukan dengan cara musyawarah desa, untuk 
menentukan orang yang tepat dalam melaksanakan tugas, dan adanya pembentukan struktur 
organisasi seperti menentukan penasihat, pengurus operasional BUMKam dan pengawasan. 

Struktur organisasi bertujuan untuk melihat bagaimana proses komunikasi berjalan di 
organisasi tersebut dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan serta siapa yg bertanggung 
jawab atas kegiatan tersebut, dan adanya pembagian pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. Aprilia, B, et al., (2022) menjelaskan pengorganisasian dalam program BUMDes/ 
BUMKam sangat diperlukan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ia mengatakan 
diperlukan peran ketua atau direktur untuk memberikan arahan atau bimbingan kepada setiap 
anggota agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kemudian Mustaanah, 
A. (2018) menjelaskan bahwa pengorganisasian dengan lima indikator yaitu pembagian kerja, 
bierarki wewenang yang jelas, penseleksian, aturan yang jelas, dan tidak adanya hubungan 
pribadi. Artinya ia mengatakan untuk melakukan pengorganisasi BUMKam harus berdasarkan 
lima indikator tersebut. Berbeda halnya dengan Fatkhurohman, A. (2020) menyatakan 
pengorganisasian BUMKam/ BUMDes dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu penghulu Maredan Barat, 
direktur dan pengawas BUMKam bahwa struktur organisasi di BUMKam Maredan Barat sudah 
terbentuk dengan baik. Lembaga BUMKam memiliki struktur organisasi yaitu adanya 
komisaris yaitu penghulu, direktur BUMKam, pendamping, pengawas, sekretaris, bendahara, 
dan tiga kepala unit yaitu kepala unit simpan pinjam, kepala unit material pembagunan, dan 
kepala unit saprodi atau pertanian. Proses perekrutan anggota BUMKam dilakukan secara 
terbuka untuk masyarakat umum kampung Maredan Barat, dan diputuskan dalam rapat 
musyawarah kampung. Sedangkan untuk pendampingan ditugaskan langsung dari Kabupaten. 

Kemudian pada pembagian kerja dilakukan agar pekerjaan dilaksanakan secara efisien 
dan tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan. Oleh sebab itu diperlukan pembagian kerja 
sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Adapun struktur organisasi 
BUMKam Kampu Maredan Barat, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Bagan 1. Struktur Organisasi BUMKam Maredan Barat 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa selama berjalannya BUMKam 
pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, pembagian tugas pegawai BUMKam sudah 
sesuai job desc dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.  

3. Pengawasan  
Dalam proses manajemen BUMKam Kampung Maredan Barat, penghulu sebagai 

pemimpin dan pengawas BUMKam tingkat kampung melakukan pengawasan untuk melihat 
perkembangan usaha yang ada di kampung. Dengan adanya pengawasan diharapakan program 
yang direncanakan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan. Rakhman, A. T, et al., (2022) hasil penelitiannya menyatakan bahwa perlu 
dilakukan pengawasan pada program BUMDes/ BUMKam yang dilakukan oleh Badan 
Pengawas dan Bapermas.  Panggabean, S. A. (2022); Rohmah, Nur (2018) menyatakan bahwa 
pengawasan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu menentukan standar, melakukan penilaian, 
dan terakhir melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian. 

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh penghulu, berdasarkan hasil wawancara 
dengan penghulu dan direktur BUMKam bahwa penghulu melakukan pengawasan setiap rapat 
bulanan. Pada rapat bulan ini membahas mengenai laporan pemasukan dan pengeluaran 
BUMKam, serta membahas seluruh kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah 
berjalan sesuai rencana, apakah ada kendala serta mencari solusi untuk kendala tersebut. 
Kemudian direktur BUMKam juga mengatakan bahwa Kabupaten Kota juga melakukan 
pengawasan setiap setahun sekali. Hasil penelitian ini di dukung oleh Chintary, V. Q., Lestari, A. 
W., (2016) bahwa pengawasan program BUMKam/ BUMDes dilakukan oleh badan pengawas 
yang terdiri dari pemerintah desa, serta lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan 
berdasarkan keputusan desa.  

Kemudian pengawasan juga dilakukan dalam melihat laporan kegiatan. Penyajian 
laporan hasil pengawasan dan pertanggung jawaban pengelola BUMKam kepada perangkat 
kampung dan BPK disampaikan secara terbuka. Hal tersebut dikatakan oleh ketiga informan 
bahwa laporan pertanggung jawaban pengelola BUMKam dilakukan secara terbuka oleh 
perangkat kampung, BPK, Pendamping kampung dan masyarakat kampung dengan tujuan 
untuk memberikan masukkan kepada pengelola Badan Usaha Milik Kampung. 

Berdasarkan hasil wawancara direktur BUMKam adapun hasil laporan pertanggung 
jawaban berdasarkan pengelolaan unit usaha simpan pinjam bahwa proses pengawasan yang 
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dilakukan oleh kabupaten melalui Online. Selanjutnya untuk laporan pertanggung jawaban unit 
saprodi atau pertanian pada usaha penanaman cabe mengalami peningkatan pada bulan Juni 
2022 harga cabe mengalami kenaikan drastis. Hal ini menyebabkan meningkatnya pendapatan 
BUMKam. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan 
dilakukan secara rutin oleh penghulu setiap sebulan sekali, kemudian adanya pengawasan 
yang dilakukan oleh kabuaten secara online dan secara langsung setiap setahun sekali. Hasil 
penelitian ini di dukung oleh La Suhu, B, et al., (2020) bahwa untuk mempermudah pengawasan 
pengelola BUMKam/ BUMDes perlu menyusun laporan pertanggung jawaban yang akan 
disamapikan pada saat musyawarah desa, elemen masyarakat serta seluruh anggota BUMKam. 

 
4. Evaluasi  

Manajemen BUMKam sangat diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai 
secara efektif dan efisien. Untuk menentukan tercapai tidaknya tujuan suatu program atau 
kegiatan dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi BUMKam merupakan suatu penilaian terhadap 
pelaksanaan program apakah ada berdampak setelah dilaksanakan program atau tidaknya. 
Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan mereka mengatakan bahwa program 
BUMKam sudah terlaksana dan berjalan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari sudah terjadinya 
perkembangan unit dari awal berdiri sampai saat ini, kemudian sudah adanya struktur 
organisasi yang jelas dengan job descnya. Akan tetapi masih perlu dilakukan peningkatan 
terhadap kompetensi atau kemampuan pegawai atau staff dalam mengelola BUMKam. 
Pelaksanaan program BUMKam ini sangat berdampak terhadap masyarakat, hal ini terlihat 
dari banyaknya masyarakat yang melakukan simpan pinjam untuk memulai usaha. Kemudian 
pada unit bangunan, masyarakat lebih mudah mendapatkan peralatan pembangunan. 
Kemudian pada unit saprodi atau pertanian, masyarakat sudah bisa melakukan ekspor hasil 
panen cabe ke luar daerah, hal ini bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Perlunya peran 
pemerintah desa maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pegawai 
BUMKam. Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMKam menyatakan bahwa pernah 
mengikuti pelatihan atau workshop tentang manajemen BUMKam dari sejak berdiri sampai 
saat ini hanya beberapa kali. 

 

D. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa manajemen BUMKam 

sudah berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari (1) perencanaan, yaitu BUMKam sudah 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sistem perekrutan nasbah sudah sesuai dengan SOP 

BUMKam, ada tiga program unggulan yang dilaksanakan yaitu unit simpan pinjam, unit 

pertanian dan unit pembangunan; (2) pengorganisasian, sistem pengorganisasian dilakukan 

secara terbuka pada kegiatan musyawarah desa, adanya pembagian tugas pegawai BUMKam 

sudah sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai BUMKam; (3) 

monitorig atau pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun online yang dilakukan 

oleh bagian kabupaten, kemudian pengawasan secara langsung dilakukan oleh penghulu dan 

BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) tiap sebulan sekali, dan adanya laporan pertanggung 

jawaban setiap tahunnya; (4) evaluasi, dilakukan oleh penghulu Kampung Maredan Barat dan 

Dinas terkait yang dilaksanakan setiap akhir tahun, serta adanya pelatihan atau workshop 

untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola BUMKam. 
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